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ABSTRAK
PELAYANAN PUBLIK DALAM PROSES PENGURUSAN IZIN TRAYEK
ANGKUTAN PEDESAAN DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
DELI SERDANG
OLEH :
ENDANG WIDIANINGSIH
NPM :10 851 0004

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) pelaksanaan proses Pengurusan
Izin Trayek Angkutan Pedesaan di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang,
(2) berbagai hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang
dalam proses perizinan Trayek Angkutan Pedesaan, (3) upaya yang dilakukan
Dinas Perhubungan Kabuapten Deli Serdang dalam menghadapi hambatan-
hambatan dalam proses perizinan.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan penentuan subjek penelitian
menggunakan wawancara terhadap responden yang terdiri dari Kepala Bidang
Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, Kepala Seksi
Angkutan Orang Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, lima orang Staf
Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, dan lima orang perwakilan dari
masyarakat. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
metode wawancara, dokumentasi, dan observasi, teknik pemeriksaan keabsahan
data menggunakan triangulasi, dan teknik analisi datanya mencakup reduksi data,
unitisasi dan kategorisasi data, display data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) bahwa pelayanan publik dalam proses
pengurusan Perizinan Trayek Angkutan Pedesaan di Kantor Dinas Perhubungan
Kabupaten Deli Serdang dalam hal prosedur dalam pelayanan perizinan Izin
Trayek Angkutan Pedesaan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur pelayanan (2)
Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dalam
memberikan pelayanan Izin Trayek Angkutan Pedesaan yaitu Sarana dan
prasarana yang menunjang dalam proses pelayanan perizinan seperti komputer
mengalami kerusakan, kurang lengkapnya persyaratan administrasi pemohon,
adanya keterbatasan pegawai dalam memanfaatkan teknologi modern;

(3) Upaya-upaya yang dilakukan yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang
baik guna menunjang kerja pegawai dalam memberikan pelayanan Perizinan
Trayek Angkutan Pedesaan kepada masyarakat, mensosialisasikan informasi
mengenai prosedur pelayanan perizinan dan persyaratan setiap perizinan dengan
membagikan selebaran-selebaran ke masyarakat, memberikan kuisioner mengenai
kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dalam memberikan pelayanan
Perizinan Trayek Angkutan Pedesaan secara berkala sesuai dengan mekanisme
yang berlaku dan mengadakan pelatihan — pelatihan kepada pegawai di bidang
Perizinan Trayek Angkutan Pedesaan untuk meningkatkan kemampuan dan
tersedianya tenaga yang profesional di bidang Perizinan Trayek secara berkala dan
berkesinambungan.

Kata Kunci :
Pelayanan Publik, Izin Trayek Angkutan Pedesaan.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara
ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan
kehidupan manusia. Menurut Harbani (2007:128) pelayanan pada dasarmya dapat
diartikan sebagai “aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung
maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan”. Masyarakat setiap waktu
selalu menuntut pelayanan pubiik yang berkualitas dari pemerintah, meskipun
tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris
pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat, mahal, dan
melelahkan. Kecenderungan seperti ini terjadi karena masyarakat masih
diposisikan sebagai pihak “melayani” bukan yang dilayani. Hal ini menimbulkan
dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering
terlantarnya upaya peningkatan pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi
dalam pelayanar serta kurang terpacunya pemerintah daerah untuk memperbaiki
kualitas pelayanan.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat,
pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

Pelayanan  Publik  yang berisi  kriteria-kriteria  pelayanan  prima  yaitu
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kesederhanaan, kejelasan dan kepastian pelayanan, keamanan, keterbukaan,
efesiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan ketetapan waktu.

Dalam organisasi pemerintahan, palayanan kepada masyarakat adalah
tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindari karena sudah merupakan
kewajiban menyelenggarakan pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang
terbaik kepada masyarakat. Karena telah menjadi sebuah kewajiban maka
sepatutnya pemerintah mencari solusi terbaik terhadap masalah-masalah yang
sering dihadapi, termasuk kendala intern yaitu kendala yang bersumber dari dalam
instansi itu sendiri maupun kendala exstern yakni kendala yang datangnya dari
masyarakat perngguna jasa dalam kaitannya dengan pelayanan umum yang
ditanganinya, selain itu pula pegawai harus senantiasa meriberikan pelayanan
yang sebaik-baiknya kepada masyarakat secara keseluruhan.

Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik maka dapat
menimbulkan rasa puas dan sikap positif dari masyarakat. Hal ini dikarenakan
kepuasan merupakan perasaan senang atau kekecewaan seseorang yang berasal
dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja seseorang dan harapannya.

Masyarakat akan sangat puas apabila dirinya mendapat pelayanan
dengan baik, dan tentunya hal tersebut akan membawa kesan positif dalam diri
setiap masyarakat khususnya terhadap kinerja aparatur pemerintah. Tingkat
kepuasan masyarakat merupakan suatu indikator yang penting bagi keberhasilan

l\ pelayanan publik dimana semakin besar manfaat yang dirasakan publik. semakin
' bagus pula kualitas lavanan yang diiaksanakan olch aparat. sebaliknya tingkat

kepuasan vang rendah mengindikasikan buruknya sistem pelavanan aparat publik.
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PERTANYAAN WAWANCARA

Menurut Bapak apakah setiap orang yang mengurus izin telah
mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi?

Apakah ada perbedaan persyaratan antara Izin Baru dan Perpanjangan
Izin trayek Angkutan Pedesaan ?

Apakah saja kendala / hambatan yang sering di alami oleh pemohon
untuk perpanjangan dan pemohonan Baru lzin Trayek Angkutan
Pedesaan ?

Sebelum mengurus Izin Taryek Angkutan Pedesaan yang baru pemohon
haruslah terlebih dabulu mengurus Izn Usaha Angkutan sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Nomor 6 Tahun 2011, apakah kaitannya dengan lIzin Trayek Angkutan
Pedesaan yang akan di miliki oleh pemohon ?

Apakah pemohon dalam mengurus Izin Trayek Pedesaan mengalami
kesulitan atau tidak mengerti alur / proses dan ketentuan yang harus
dilengkapi?

Darimanakah pemohon/ masyarakat yang mengurus izn Trayek
Angkutan Pedesaan mengetahui persyaratan atau prosedur yang harus
diikuti untuk memperoleh izin Trayek Angkutan Pedesaan? Apakah ada
papan informasi yang dapat dilihat oleh masyarakat / pemohon te ntang
Prosedur Pengurusan lzin Trayek Pedesaan di Kantor Dinas

Perhubungan ?

70
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7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses / menerbitkan
Izin Trayek Angkutan Pedesaan ?

8. Apakah ada nerbedaan pengurusan Izin Trayek Pedesaan antara lzin
yang baru atau perpanjangan izin, hal ini terkait dengan lamanya
pengurusan dan prosedur yang harus dijalani ?

9. Mekanisme apa yang ditempuh dalam memberikan informasi bagi
pemohon yang mengajukan perpanjang izin dan pembuatan lzin baru
atas Izin Trayek Angkutan Pedesaan yang telah selesai diterbitkan ?

10. Dimakah pembayaran Retribusi atas Izin Trayek Angkutan Pedesaan
yang telah selesai diterbitkan, dan adakai: bukti tertulis yang diberikan
kepada pemohon sebagai alat bukti atas apa yang tzlah di bayarkan ?

11. Selama mengurus Perpanjangan Izin atau dalam proses administrasi
apakah ada keluhan yang dialami pemohon terkait dengan pelayanan
yang diberikan oleh petugas pelayanan ?

12. Bagaimana tanggapan pemohon terhadap ketepatan waktu pelayanan
yang diberikan oleh petugas pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten
Deli Serdang, apakah cukup memuaskan ?

13. Apakah dasar perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Deli Serdang dalam menentukan besaran retribusi yang
harus dibayarkan pemohon terhadap penerbitan Izin Trayek Angkutan
Pedesaan ?

14. Untuk lzin Trayek Angkutan Pedesaan bagi pemohon Izin baru, selain

melengkapi Izin Usaha Angkutan, Administrasi Umum, sebelum
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diterbitkan oleh Bupati prosedur apa saja yang harus dilaksanakan dan
tahapan apa saja yang harus dilakukan, dan berapa lama waktu yang
diperlukan ?

15. Dalam melaksanakan atau memberikan pelayanan perizinan di seksi
Angkutan Orang, apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi
petugas?

16. Selain peraltan kerja dan sarana keria, apakah ada hal lain yang menjadi
faktor penghambat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ?

17. Menurut ketentuan dan peraturan yang meigatur lzin Taryek Angkutan
Pedesaan, maka Surat |zin Trayek Angkutan Pedesaan yang telah

diterbitkan oleh Instansi Bapak, berlaku untuk berapa tahun ?
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